BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan
sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum
pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana
menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal
tentang hukum pidana. Banyak pengetian dari hukum pidana yang diberikan oleh
para ahli hukum pidana.

Senada dengan Soedarto, Lemaire juga memberikan batasan ataupengertian
hukum pidana sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan
larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan
suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan
demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem
norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam
keadaan- keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang

bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Berbeda dengan dua sarjana diatas, Moeljatno memberikan batasan
atau pengertian yang - lebih utuh tentang hukum pidana. Dalam
pandangannya yang diberikan Moeljatno, pengertian hukum pidana tidaksaja

meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil. Menurut

! Ibid.
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Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada seluruh hukum yang berlaku di

suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi
barangsiapa melanggar laragan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila
ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.?

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan
untuk memberikan  rasa aman kepada ‘individu maupun kelompok dalam
masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang
dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan
ancaman  ataupun perbuatan yang - dapat merugikan antar individu dalam
masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian
sebagaimana yang Kkita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup
kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga
terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau
keadaan psikis.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda
“Strafrecht”, Straf berarti pidana, dan Recht berarti hukum. Menurut Wirjono
Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan

Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk

2 1bid.
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membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgelijkrecht dari

bahasa Belanda.

2. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan
dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh.
Sementara itu untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran,
dan perbuatan.?

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau
sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan bukan larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar
larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai
berikut,

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu
kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya
larangan itu ditunjukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman
pidananya itu ditujukan pada orangnya.

2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana
(yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat. Oleh karena itu,
perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi,
melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada

hubungan erat pula.

3 Adami Chazawi. 2012. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak
Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana). Jakarta. PT
RajaGrafindo Persada. HIm. 67.
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3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat
digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang
menunjuk pada dua keadaan kongkret yaitu pertama, adanya kajian tertentu
(perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau menimbulkan
kejadian itu.*

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam
istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakan bahwa beliau
memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang
memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut
pandangan dualisme.®

B. Sanksi Pidana
1. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah ‘sanksi’  adalah istilah —yang  kerap ~digunakan dalam
dalam  berbagai aturan -hukum di kalangan masyarakat, salah satunya
yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga
penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai
sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment).
Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan
siksaan.® Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin
untuk merehabilitasi  perilaku —dari pelaku - kejahatan tersebut, namun
tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman

dari kebebasan manusia itu sendiri.

4 Moeljatno. 1983. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta. PT Bina Askara. HIm. 54.

> Adami Chazawi. Op.cit. HIm. 72.

6 Diakses pada https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/ diakses 15
Oktober 2022, 19.32 WIB
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Penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak
pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal
yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan
pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan
hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum.
Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang
ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Menurut Van Hammel Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat
khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan
pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum
bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar
suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.’

Berdasarkan pada pendapat Prof. \Van Hammel tersebut, pada intinya pidana
itu merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan dengan sengaja oleh pihak
yang berwenang kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Pihak
yang berwenang yang dimaksud adalah pihak yang ditunjuk oleh negara melalui
Undang-Undang, kemudian mengenai. perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan
yang diatur dalam Undang-Undang.

C. Tinjauan umum tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari aspek Keadilan

1. Pengertian Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan terletak di bidang hukum administratif/ tata negara,
hukum perdata, dan hukum pidana. Maksud dari pernyataan itu disampaikan,
bahwa: Pertama, menyangkut kedudukan hukum ketenagakerjaan di bidang hukum

perdata. Bahwa hubungan antara pengusaha dengan pekerja (tenaga kerja/buruh)

" P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, h.33.
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didasarkan pada hubungan hukum privat. Hubungan ini didasarkan pada hukum

perikatan yang menjadi bagian dari hukum perdata.®

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan. “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah
memutuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang
berhubungan kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari
pengertian ini dapat dipahami bahwa, yang diatur dalam Undnag-Undang
ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh. Buruh,
pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia
yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa
pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau

Pengusaha atau majikan.

Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama
namun dalam kultur Indonesia buruh berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina,
kasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah
sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan 16 cenderung kepada buruh
yang tidak memakai otot, otak dalam melakukan kerja akan tetapi pada intinya

sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja

Sumitro Djojohadikusumo mengemukakan, mengenai arti tenaga kerja adalah
semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang

8 Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 14-15

17



menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur
terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.’

Dalam penjelasan tersebut yang termasuk sebagai klasifikasi tenaga kerja
adalah semua orang yang telah bisa atau ikut serta dalam menciptakan barang

maupun jasa baik di dalam perusahaan maupun perorangan.

Tjiptoherjanto dan Aris Ananta mengemukakan bahwa tenaga kerja dapat
diartikan sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat
menghasilkan barang dan jasa. Atau dengan kata lain, tenaga kerja dapat diartikan
bagian dari penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa apabila ada
permintaan terhadap barang dan jasa tersebut.

Menurut Lalu Husni, Tenaga Kerja yang sudah bekerja yang dapat disebut
pekerja/buruh. Istilah pekerja/buruh yang sekarang disandingkan muncul karena
dalam Undang-Undang yang lahir sebelumnya yakni Undang-Undang No. 21
Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja menyandingkan kedua istilah tersebut.
Munculnya istilah buruh/pekerja yang disajajarkan disebabkan selama pemerintah
menghendaki agar istilah buruh diganti dengan istilah pekerja karena istilah buruh
selain berkonotasi pekerja kasar juga menggambarkan kelompok yang selalu
berlawanan dengan pihak majikan. Karena itulah pada era Orde Baru istilah Serikat

Buruh diganti dengan istilah Serikat Pekerja.

Serikat Pekerja pada saat itu sangat sentralistik sehingga mengekang kebebasan
buruh untuk membentuk suatu organisasi/serikat serta tidak respons terhadap
aspirasi buruh. Itulah sebabnya ketika RUU Serikat Buruh/Pekerja dibahas terjadi

perdebatan yang panjang mengenai istilah ini, dari pemerintah menghendaki istilah

9 Sumitro Djojohadikusumo, 1987, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Perkembangan, Jakarta:LP3ES, him,

34.

10 Aris Ananta, 1990, Liberalisasi Ekspordan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal, Pusat Lembaga
Demografi, FE, Ul
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pekerja sementara dari kalangan buruh/pekerja menghendaki istilah buruh karena

trauma pada masa lalu dengan istilah pekerja yang melekat pada istilah pekerja.t*
Beberapa konsep ketenagakerjaan adalah :

1. Tenaga Kerja (manpower) atau penduduk usia kerja (UK), Tenaga kerja adalah
penduduk usia kerja (berusia 15 tahun ke atas) atau jumlah seluruh penduduk
dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada
permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam
aktivitas tersebut.

2. Angkatan Kerja (labor force) Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja
yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat, atau berusaha terlibat
dalam kegiatan produksi barang dan jasa, maka yang merupakan angkatan
kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu
bekerja (K) dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan (MP). Angkatan
kerja yang masuk kategori bekerja apabila minimum bekerja selama 1 jam
selama seminggu lalu untuk kegiatan produktif sebelum pencacahan
dilakukan. Mencari pekerjaan adalah seseorang yang kegiatan utamanya
sedang mencari pekerjaan, atau sementara sedang mencari pekerjaan dan
belum bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang lalu.

3. Bukan Angkatan Kerja (unlabour force) Bukan angkatan kerja adalah
penduduk yang berusia (15 tahun ke atas), namun kegiatan utama selama
seminggu yang lalu adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.
Apabila seseorang yang sekolah, mereka bekerja minimal 1 jam selama

seminggu yang lalu, tetapi kegiatan utamanya adalah sekolah, maka individu

11 L alu Husni, 2009, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,Jakarta: Rajawali Pers, him, 31.

19



tersebut tetap termasuk adalam kelompok bukan angkatan kerja. Mereka yang
tercatat lainnya jumlahnya tidak sedikit dan mungkin sebagian besar masuk ke
dalam transisi antara sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang

lebih tinggi atau tiuak dalam ketegori bukan angkatan kerja (BAK).

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan (demand) dan
lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam masyarakat. Permintaan tenaga kerja
dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian dan tingkat upah. Besar penempatan
(jJumlah orang yang bekerja atau tingkat employment) dipengengaruhi oleh faktor
kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut, sedangkan besarnya penyediaan dan

permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah.?

Beberapa macam hak pekerja di dalam melaksanakan hubungan kerja yang
harus diberikan, antara lain adalah menerima upah. Upah adalah suatu penerimaan
sebagal imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh untuk suatu pekerjaan atau
jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah dinyatakan ataudinilai dalam bentuk
uang yang ditetapkan menurut persetujuan, yang dibayarkan atas dasar suatu
perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Dengan demikian upah oleh
seorang pekerja/buruh merupakan suatu hasil kerja yang telah dilakukan sesuai
dengan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya berupa barang-barang hasil

produksi atau prestasi jasa yang dikerjakan.*?

Pengaturan tentang upah didalam ketenagakerjaan juga diatur didalam UU No
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang sebagaimana didalam undang-undang

tersebut mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, yang termuat

12 Nainggolan G., 2009. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid Il Edisi 5. Jakarta: InternaPublishing pp. hal 194
13 Soedarjadi, 2009, Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, him, 34
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didalam pasal 84 ketentuan pasal 1 ayat (2) bagian kelima yang dimaksud yaitu
“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan,
sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah

Republik Indonesia.”

Pengaturan pada pasal 191 A mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan

mengatur bahwa

Pasal 191A
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:
a.-untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang
telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur - mengenai
pengupahan.
b. bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah
minimum yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini, pengusaha dilarang
mengurangi atau menurunkan upah.

Sejatinya pengaturan mengenai upah yang ada didalam beberapa peraturan
sudah dijelaskan secara rinci dan jelas. Namun, masih ada beberapa dari kalangan
baik buruh maupun pengusaha yang kurang memahami akan jal itu, sehingga
terjadinya ketidakpahaman antara kedua belah pihak. Pada kenyataannya, didalam
ekonomi klasik bahwa penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan meningkat
ketika upah naik, sebaliknya permintaan tenaga kerja akan berkurang ketika upah

turun.

D. Ditinjau Dari Aspek Keadilan

1. Pengertian Aspek Keadilan
Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak
sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti
bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan

pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut
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yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia
melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum
dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke
tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat
sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.**

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus
diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu
mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan
seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam
pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan
ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan
berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta
keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).*

Menurut Thomas Hobbes ‘“keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil
apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati”.%®

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru
dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini
diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang
mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini
juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-
undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan

kepentingan dan kesejahteraan public.

14 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
2014, him. 85.

5 1bid hal. 86

16 Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017,
him. 217-218.
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Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah
lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena
keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan
demokrasi — keadilan toleransi.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa
hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum,
karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.
Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan
keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hokum dan peradilan,
oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip—
prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu
merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil,

karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi

setiap orang.’

7M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
2014, him 91
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